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Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing Sytem

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

il o

UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan
Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional,

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang
Organisasi Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional

-

Mengetahui Whistleblowing System
Memahami Pengelolaan Pengaduan Whistieblowing System

KETERKAITAN

-

SOP AP Yang Terkait SPIP
SOP Teknis Terkait SPIP

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

BIGUN) o

Laptop

Peraturan Dan perundang Undangan
ATK (alat Tulis Kantor)

Jaringan internet

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Di Simpan Sebagai Data Elektronik Dan Manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
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